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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi, selain supremasi hukum yang dicerminkan dengan prinsip the rule of law. Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (rechtstaats), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana  (sebagai tersangka atau terdakwa) perlu diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.
Penegakan hukum bagi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejatinya harus mampu memberikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum. Walaupun ketiga nilai tersebut sangat sulit untuk diwujudkan secara bersamaan, akan tetapi setidaknya dalam pemenuhan hak bagi tersangka minimal ada satu nilai yang harus diperjuangkan yakni, nilai kepastian hukum. Urgensinya adalah untuk memberikan legalitas status seorang tersangka sehingga kasusnya tidak digantung (dipeti-eskan).[footnoteRef:1] [1: Meyland Iwan Caunang, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Lex Administratum, Vol. v/No.3, Hlm. 19
] 

Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara tindak pidana maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengatur mengenai tahapan penanganan perkara yang dibagi dalam tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan persidangan, Upaya Hukum dan tahap Eksekusi/pelaksanaan Putusan, juga telah diatur aparat penegak hukum yang bertugas pada setiap tahap penanganan perkara.
Dalam KUHAP terdapat aturan mengenai hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dan terdapat pula aturan mengenai hak tersangka yang memiliki dan diperoleh pada saat menjalani proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.
KUHAP khususnya Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) tersangka maupun terdakwa mempunyai hak dan hak ini dilindungi oleh hukum dan undang-undang hak tersebut adalah : (1) tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Berdasarkan hak hukum yang diberikan kepada tersangka yang begitu besar, maka seharusnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk langsung diproses dan diadili. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Namun salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah tidak profesionalnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.[footnoteRef:2] [2: Ibid. Hlm.19] 

Dalam hal ini untuk mewujudkan cita-cita nasional lahirlah lembaga hukum baru yang diciptakan didalamnya, praperadilan ialah wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa serta memutus mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain (kuasanya). Lingkupan praperadilan hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permasalahan penggantian kerugian atau rehabilitasi yang diatur dalam KUHAP. 
Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun nasional berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal. 
Makna kata “bersalah” dalam prinsip ini merujuk pada makna unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Kesalahan tidak dapat dilihat secara kasat mata bahwa terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang merupakan tindak pidana.  Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau accusatory procedure (accusatorial system). Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:
· adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaa, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri
· yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa.
Selain dikenal asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), asas ini dikenal juga asas presumption of guiltyang diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah. Artinya, sesorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah.[footnoteRef:3] [3: Ramdhan Kasim & Apriyanto Nusa, Hukum Acara Pidana, (Gorontalo: Setara Press, 2018), Hlm. 16] 

Keberadaan prinsip presumption of innocencedan presumption of guiltpada masing-masing pihak yang berperkara dipersidangan perkara pidana merupakan dua sisi yang sulit dimana satu sisi untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa telah melakukan tindak pidana sedangkan disisi lain, tersangka/terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atau tetap dijaga untuk tidak dianggap tidak bersalah sebelum diputus oleh pengadilan. Selain itu, tersangka/terdakwa tidak diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (kecuali dalam perkara tindak pidana korupsi).[footnoteRef:4] [4: Ibid, Hlm. 18] 

Lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang melanggar dan merugikan hak seseorang. Penetapan tersangka bagian dari proses penyidikan merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hakikatnya pengertian tersangka dalam KUHAP yang menentukan bahwa tersangka ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. [footnoteRef:5] [5: Ilham Firdaus, 2020 Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3. Hlm, 367 ] 

Praperadilan merupakan salah satu lembaga yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang di limpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri.
Arti dari Praperadilan adaalah sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan. KUHAP mendefinisikan ”Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :[footnoteRef:6] [6: Muhammad Fajar Wasitomo, Analisis yuridis penetapan tersangka dalam praperadilan. Hlm. 2] 

a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 
b) Sah atau tidaknya suatu pengehentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 
c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.
Pihak-pihak yang mengajukan permohonan Praperadilan dibedakan dengan jenis pemeriksaan yang ingin diajukan dalam praperadilan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut. 
a) Tersangka, keluarga, atau kuasanya.
b) Penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan.
c) Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi atau rehabilitasi.
Pasal 77 KUHAP berbunyi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:
a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
b) Ganti kerugian atau kehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.[footnoteRef:7] [7:  Loc.cit, Hlm 2] 

Bahwa dalam perjalanannya kemudian, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, wewenang praperadilan diperluas yaitu praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Frasa “bukti asal”, “bukti asal yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, melalui Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali tindak pidana yang menetapkannya dilakukan tanpa kehadirannya. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.
Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangkanya untuk transparansi dan perlindungan hak seseorang agar seseorang ditetapkan sebagai seseorang yang dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti yang cukup itu.
Pemeriksaan persidangan praperadilan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan berita acara dan putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat dan diketuai oleh hakim tunggal dalam prosesnya, sebab pada dasarnya praperadilan diperiksa dan diputus berdasarkan pelaksanaan acara pemeriksaan cepat dan ini juga berkaitan dengan bentuk putusan praperadilan yang sederhana, inilah yang melatar belakangi hakim praperadilan adalah hakim tunggal. Ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi “ Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitra”.[footnoteRef:8] [8: Ibid. Hlm. 2] 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meniliti putusan hakim praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Ktg. Bahwa kejadiannya bermula terjadi pada tanggal 22 juni 2021, dimana Termohon diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, kemudian Pelapor melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 28 juni 2021 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/68/VI/2021/SULUT/SPKT/ResBolsel tertanggal 28 juni 2021, berdasarkan Laporan ini dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP/Lidik/61/VI/2021/Reskrim, tertanggal 29 juni 2021, Termohon memanggil Pemohon dalam Surat Panggilan Nomor : B/271/VI/2021/Reskrim Perihal : Permintaan keterangan tertanggal 29 juni 2021 untuk dimintai keterangan pada tanggal 3 juli 2021, dan secara taat Pemohon hadir memberikan keterangan pada tanggal 3 juli 2021. Selanjutnya Termohon melayangkan Surat Panggilan Nomor Polisi : SPgl/82/VII/2021/Reskrim pada tanggal 02 agustus 2021 untuk menghadap sebagai Tersangka pada 4 agustus 2021, dan telah diperiksa pada tanggal 4 agustus.
Sebagaimana diterangkan diatas bahwa Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam Kapasitas Pemohon sebagai Calon Tersangka. Berdasarkan Surat Panggilan oleh Termohon, yakni melalui surat panggilan pertama sebagai tersangka oleh termohon kepada Pemohon, hal ini baru diketahui Pemohon melalui surat Panggilan dengan Nomor Surat Panggilan Nomor Polisi : SPgl/82/VII/2021/Reskrim tertanggal 02 agustus 2021 untuk pemeriksaan tanggal 4 Agustus 2021, dengan menyebutkan dalam surat tersebut sebagai Tersangka, padahal sebelumya tidak ada pemberitahuan penetapan Calon Tersangkanya. Membuktikan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka, tetapi Pemohon langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, tidak dengan pertanyaan Pemohon dapat melakuan klarifikasi terhadap apa yang tidak dimintakan kepada Pemohon.
Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 2 agustus 2021, hal ini baru diketahui Pemohon melalui surat panggilan dari Termohon kepada Pemohon dalam Surat Panggilan Nomor Polisi :SPgl/82/VII/2021/RESKRIM, tertanggal 02 Agustus 2021, Untuk pemeriksaan tanggal 4 Agustus dengan menyebutkan surat tersebut sebagai Tersangka, padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan Penetapan Calon Tersangka dan Tersangka.
Sangat ironis lagi ternyata setelah dilakukan penahanan ternyata terhadap Pemohon pada tanggal 05 Agustus 2021, bertempat di Polres Bolaang Mongondow Selatan Termohon Baru menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/16/VIII/2021/Res.Bolsel tertanggal 2 Agustus 2021, dengan demikian Termohon bertindak sangat cepat dan langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada hari dan tanggal yang sama di tanggal 2 Agustus 2021, sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor Polisi :SPgl/82/VIII/2021/Reskrim, tertanggal 02 Agustus 2021 untuk menghadap pada tanggal 4 Agustus 2021, dalam surat tersebut sudah ditetapkan sebagai Tersangka sejak tanggal 2 Agustus 2021.
Dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian ‘’Penyidikan” itu sendiri. Hal mana seharusnya dalam proses penyelidikan belum ada Tersangka,  kalaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana maka penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir proses penyidikan. Bukanlah hal baru penyelidikan ditemukan. Hal itu sesuai dengan pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP. 
Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kotamobagu, pemohon mengajukan permohonan Praperadilan meminta status penetapan tersangkanya dibatalkan serta memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan tersangka, sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yakni  menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, namun dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Ktg hakim menolak permohonan Praperadilan pemohon.
Dalam persidangan telah dihadirkan seorang ahli yaitu Apriyanto Nusa, S.H., M.H., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengumpulan bukti pada tingkat penyilidikan dan pengumpulan bukti pada tingakat penyidikan memiliki tujuan yang berbeda. Bukti yang dikumpulkan pada tingkat penyelidikan bertujuan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, sedangkan bukti yang dikumpulkan pada tingkat penyidikan bertujuan untuk membuat lebih terang terkait suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. 
Pada prinsipnya, Hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut diatas, namun setelah Hakim kembali mencermati sifat dari alat bukti yang dikumpulkan, kekakuan pada proses pengumpulan alat bukti tidaklah bisa diterapkan terhadap semua jenis alat bukti, terutama bukti surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan luka pada seseorang, seperti bukti surat Visum et Repertum, mengingat hasil surat Visum et Repertumakan berbeda kualitasnya apabila pemeriksaan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu setelah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu pemeriksaan harus segera dilaksanakan.
Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa meskipun salah satu alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka diperoleh pada tahap penyelidikan, dengan mengingat sifat dari hasil visum et repertummaka alat bukti tersebut oleh hakim dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Berdasarkan permasalahan di atas maka Penulis ingin mengkaji terhadap putusan hakim praperadilan pada pengadilan negeri Kotamobagu, oleh karena itu Peneliti akan mengangkat judul yaitu :
‘’Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Praperadilan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak ’’ (Studi Kasus : Putusan No. 3/Pid.Pra/2021/PN Ktg)
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah sistem pengujian pembuktian melalui praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengujian pembuktian melalui praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun beberapa manfaat penelitian untuk mencapai penulisan karya ilmiah ini, antara lain : 
1. Manfaat teoritis 
a. Membantu mengembangkan hukum acara pidana terhadap penetapan tersangka
b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap penetapan tersangka tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka
c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum
2. Manfaat praktis
a. Bagi lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan seperti lembaga eksekutif dan yudikatif. Kiranya dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam hal penetapan tersangka sebagaimana yang termuat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana
b. Bagi para instansi hukum yang memiliki kewenangan dalam menegakan hukum secara langsung, yaitu hakim, jaksa, polisi, pengacara dan para pemerhati bidang hukum pidana
c. Bagi masyarakat pada umumnya sebagai upaya untuk memberikan penjelasan tentang penetapan tersangka tindak pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana.
Orisinalitas Penelitian
Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik dari hasil penelitianyangtelah adamaupunyangsedang dilakukan dengan judul “Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Praperadilan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak”, penelititelahmelakukanpenelusuranuntukmembuktikan bahwa judul penelitian tesisini belum pernahditeliti oleh orang lain dan menjamin atas orisinalitas penelitian judul ini,maka terdapat penelitian tesis sebelumnya yang mengkaji tentang“mengapa hakim tidak mengabulkan / menolak gugatan praperadilan perkara pidana yang diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan negeri kudus’’. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret oleh Sulijati, dengan judul tesis “Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus”.
Dalam penelitian ini menganalisis Putusan hakim praperadilan yang menolak permohonan gugatan. Tujuan penelitian adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengujian pembuktian melalui praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak terkait pertimbangan Hakim menilai bahwa meskipun salah satu alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka diperoleh pada tahap penyelidikan, dengan mengingat sifat dari hasil visum et repertummaka alat bukti tersebut oleh hakim dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 01/Pid.Pra/2005/PN dan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 02/Pid.Pra/2005/PN yang menolak / tidak mengabulkan gugatan praperadilan pihak penggugat. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis Normatif. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah normatif. Adapun yang menjadi permasalahan adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 82 KUHAP yang menyangkut acara pemeriksaan praperadilan antara lain : dalam waktu tiga hari diterimanya permintaan, maka hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang ( ayat 1 huruf a ), pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya ( huruf c ) dan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ( huruf d ).
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi upaya hukum apabila permohonn praperadilan ditolak / tidak dikabulkan oleh hakim pengadilan negeri. Dalam prakteknya berhasil atau tidaknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh masyarakat / pencari keadilan sepenuhnya tergantung pada itikad baik / moral para penegak hukum terutama Hakim di Pengadilan Negeri. Hal ini mengingat bahwa dengan sempitnya / terbatasnya waktu pemeriksaan, maka seharusnya secara moral tidak ada lagi upaya “penundaan“ sidang pengadilan dengan berbagai alasan antara lain padatnya jadwal sidang, berhalangan / sakit, atau alasan yang lain. Penundaan sidang pemeriksaan sangat mempengaruhi kecepatan / keefektifan penyelesaian / keputusan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan tersebut. Disamping itu penundaan terkesan memberikan kesempatan bagi Termohon ( aparat penegak hukum ) untuk secepatnya menyelesaikan persyaratan perkara pokoknya agar dapat segera disidangkan. Hal ini akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap efektifitas lembaga prapradilan bagi tegaknya keadilan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan keputusan antara lain faktor internal dan faktor eksternal diri hakim itu sendiri, yaitu menyangkut pada faktor pendidikan / SDM, sistem rekrutmen, kesejahterahan hakim. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor perundang-undangan , adanya intervensi terhadap proses peradilan baik itu dari lembaga negara yang lain maupun dari kalangan hakim / lingkungan sendiri , hubungan hakim dengan penegak hukum lain, adanya tekanan, faktor sosial dan politik.
Olehnya secara rinci, letak persamaan, perbedaan dan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh Sulijati, dengan judul tesis “Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus“ dan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan judul “Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Praperadilan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak” dijelaskan sebagaimana tabel berikut :
	No.
	Peneliti, Judul, dan Tahun penelitian
	Persamaan
	Perbedaan
	Orisinalitas Penelitian

	1
	Sulijati, judul tesis “Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan Praperadilan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus” Tahun 2008
	· Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif 
· Model Analisis yang digunakan adalah kuantitatif
· Teknik pengumpulan data dengan menggunakan norma hukum positif dan studi kepustakaan
	· Obyek penelitian di Pengadilan Negeri Kudus 
· Dasar hukum terhadap Putusan Hakim Praperadilan  mengacu pada KUHAP Pasal 82 ayat 1

	· Fokus Kajian pada Hakim dalam memberikan keputusan tidak mengabulkan / menolak gugatan praperadilan Perkara Pidana yang diajukan penggugat ke Pengadilan Negeri Kudus
· Fokus Kajian untuk menganalisis Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian Hakim dalam memberikan keputusan terhadap suatu kasus yang diajukan kepadanya.

	2
	Moh Hamdi Laiya, Judul Penelitian “Kajian yuridis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan terhadap tindak pidana persetubuhan anak” Tahun 2022
	· Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif
· Model Analisis yang digunakan adalah kuantitatif
· Teknik pengumpulan data dengan menggunakan  dan studi kepustakaan
	· Obyek penelitian di Pengadilan Negeri Kotamobagu 
· Dasar hukum terhadap Putusan Praperadilanmengacu pada KUHAP Pasal 77 huruf a dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014
	· Fokus kajian pada sistem pengujian pembuktian melalui praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak
· Fokus kajian pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak



Dengan adanya orisinalitas penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas, maka hal-hal yang menjadikan plagiat dalam sebuah tesis terdahulu bisa dihindari, karena meskipun terdapat persamaan ataupun banyak persamaan dengan hasil penelitian yang lain, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti ada sisi perbedaannya.





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 LANDASAN TEORITIS
2.1.1 Teori Tujuan Hukum
Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum, kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan  yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.
Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner, hukum  yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responshif hanya lahir dari jika ada demokratisasi leglislasi. Tanpa demokrasi (Partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri.[footnoteRef:9] [9: Muhammad Ridwansyah, 2016 Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemnafaatan Hukum, volume 13, Hlm. 8] 

Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.
Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 
1. Keadilan Hukum 
 2. Kemanfaatan Hukum.
 3. Kepastian Hukum. [footnoteRef:10] [10:   Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm.123] 

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.[footnoteRef:11] [11: Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, Hlm. 3] 

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasankita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.[footnoteRef:12] [12:  Loc.cit, Hlm. 3] 

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa tujuan dari hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari para ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita simpulkan dapat dik yang kllasifikasikan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembnag yaitu sebagai berikut:
a. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
b. Aliran Utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
c. Aliran Normatif Yuridis, yang menganggapbahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.
Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata hanyalah keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri adalah sebagai sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum bagi yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral idea atau ajaran moral teoritis. Penganut aliran ini diantaranya adalah Aristoteles, Justinianus, dan Eugen Erlich.[footnoteRef:13] [13: Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim,(Jakarta : Sinar Grafika). Hlm. 146] 

Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivistis yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepatian hukum. Menurut aliran ini selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakan.
Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (fiat justitia et pereat mundus/ hukum harus ditegakan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.[footnoteRef:14] [14: Ibid, Hlm. 147] 

Selain itu masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratkan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.[footnoteRef:15] [15: Loc.cit, Hlm. 147] 

Dengan demikian, tujuan hukum sebenarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.[footnoteRef:16] [16: Ibid, Hlm. 148] 


2.1.2 Teori Pembuktian
Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum meberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahuku mendefinisikan makana dari sebuah oembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut : 
1. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[footnoteRef:17] [17: Subekti, Hukum Pembuktian, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, Hlm 1.] 

2. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hokum yang diajukan tersebut.[footnoteRef:18] [18: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Liberty), Yogyakarta, 2006, Hlm 135] 

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[footnoteRef:19] [19: M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 273.
] 

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : 
" hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". 
Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat dambil kesimpulan bahawa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.
Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.[footnoteRef:20] [20: Ali Imron dan Muhamad iqbal,Hukum Pembuktian, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019). Hlm. 5] 

Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP memberikan pengertian secara umum tentang pembuktian, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Jadi dengan adanya pembuktian ini persidangan tidak boleh berbuat sewenangwenang dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Sehingga kata lain, para pihak yang terlihat dalam persidangan perkara pidana, baik itu hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum tidak bisa leluasa mempergunakan subyektivitas masing-masing dalam mencari kebenaran. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.[footnoteRef:21] [21:  Bastianto Nugroho, 2017, Peranan Alat Bukti, Criminal Lex, Vol. 32 No. 1, Hlm. 23] 

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukannya nasib seorang terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa perkara harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian serta meneliti sampai dimana harus minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada.Hukum pembuktian juga merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. [footnoteRef:22] [22: Ibid, Hlm. 23] 

Setelah penjelasan panjang lebar di atas, dapatlah ditarik pengertian mengenai arti pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana yang antara lain berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari kebenaran baik hakim, penuntut umum, penasehat hukum maupun terdakwa, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian atas bukti yang ditemukan undang-undang dan tidak boleh bertindak leluasa dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Terutama bagi majelis hakim yang bersangkutan, harus benar-benar cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat yang ditemukan selama sidang. Begitu pula dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dan harus dilaksanakan dalam batas yang diperbolehkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran dan rasa ketidakadilan serta tidak diwarnai oleh penilaian subyektif dan pendapat hakim sematamata. Berdasarkan pengertian secara umum tentang pembuktian tersebut, maka bisa dilihat bahwa ada suatu unsur yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian, yaitu adanya alat bukti. Sebelum kita melangkah ke arah pengertian alat bukti, saya akan mencoba memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang pengertian bukti. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kebenarannya, saksi, tanda hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.[footnoteRef:23] [23: Ibid, Hlm. 25] 










2.2  LANDASAN KONSEPTUAL
2.2.1 Ruang Lingkup Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi 2 tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang- undangan, disamping adanya pengawasan interndalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.[footnoteRef:24] [24: Jaholden, Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana,(Medan : Cv. Aa Rizky, 2021). Hlm. 1] 

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangankewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Dalam Praperadilan yang juga dalam penegakan hukum merupakan sebagai lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil,peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial.[footnoteRef:25] [25:  Ibid, Hlm. 3] 

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, diputuskan lebih kurang 3 (tiga) bulan atau sekitar 70 (tujuh puluh hari) hari setelah keluarnya Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Tanggal 16 Februari 2015 atas nama pemohon Budi Gunawan. Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 diangkat beberapa hal yang menjadi isu menarik diperdebatkan. Salah satunya adalah mengenai asas legalitas. Hal ini sehubungan dengan hakim tunggal dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel melakukan penemuan hukum, dari yang tidak ada menjadi ada, dan dari yang tidak jelas menjadi jelas. 
Pertimbangan hakim yang menerobos asas legalitas menurut Komariah Emong Sapardjaja harus bersumber pada titik tolak the rule of law, semua tindakan aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang, atau hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Hukum acara pidana memberikan kepastian hukum bagi individu dalam masyarakat, karena hukumacara pidana menjamin keberlakuan hukum pidana secara tertib melalui undang-undang. 
Komariah Emong Sapardjaja tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tunggal dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Hakim tunggal ini menurutnya telah melanggar asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang hakim. Penafsiran ekstensif atau analogi menurutnya metode penafsiran yang dilarang dalam asas-asas hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas. Asas legalitas harus menjadi pegangan teguh bagi para hakim agar tidak menjalankan kekuasaan dengan tirani.
Bertitik tolak dari pandangan-pandangan Komariah Emong Sapardjaja tersebut, bahwa bukan berarti kebijakan aplikatif penegakan hukum melalui praperadilan dalam rangka memperoleh keadilan bagi tersangka dijalankan oleh hakim dengan cara melakukan penafsiran hukum atau penerobosan hukum dengan melanggar asas legalitas. Kajian ini berupaya untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau pembuat undangundang agar KUHAP segera diganti atau direvisi khususnya mengenai ketentuan yang mengatur tentang ruang lingkup objek praperadilan, ditambahkan banyakhal misalnya seperti penetapan status tersangka, penggeledahan, penyitaan, lembaga hakim komisaris, dan termasuk tata cara memperoleh alat bukti oleh penyidik pun harus dimasukkan dalam RKUHAP sebagai objek praperadilan. [footnoteRef:26] [26: Jaholden, Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana,(Medan : Cv. Aa Rizky, 2021). Hlm. 13] 

Hal-hal yang seperti disebutkan tadi jika dimasukkan ke dalam objek praperadilan atau memperluas objek praperadilan melalui subtansi hukum atau undang-undang, maka masalah itu dapat terselesaikan meskipun faktanya hakim pada lembaga hakim komisaris tetap saja melakukan pemeriksaan terhadap syarat formil dan administratif dari suatu permohonan praperadilan
2.2.2 Penetapan Tersangka Menurut UU No. 8 Tahun 1981
Berdasarkan ketentuan pasal 1angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang di dapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat teragntung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. 
Keputusan  penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. [footnoteRef:27] [27: Bahran, 2017, Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana, Vol 17, No. 2, Hlm. 224] 

Kriteria apa yang di gunakan oleh penyelidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya penyelidik mempunyai kemampuan mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang di larang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan di ancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang-undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.
Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyelidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses sudah barang tentu ditingkat keproses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. [footnoteRef:28] [28: Ibid, Hlm. 225] 

Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan. Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang seacra tegas memberikan penjelasannya. Ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa 
“Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum’’.                                                                                                                               
Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan “telah mulai”. Jawaban terhadap pernyataan ini peting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah.[footnoteRef:29] [29: Bahran, Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana, Vol 17, No. 2 2017, Ibid. Hlm. 225] 

Sebelum dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kwalitas dan kuantitas alat bukti sebagai dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkkan karena kata-kata yang digunakan dalam redaksional KUHAP bersifat ambigu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka status tersangka tersebut sering menimbulkan tidak-pastian hukum, hal ini lebih disebabkan karena ketiadaan batas waktu yang diberikan oleh aparat penegak hukum berapa lama seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut menyandang status sebagai tersangka atau kapan status tersangka yang disandangnya itu selesai. Hal ini tentu sangat berpeluang menimbulkan tidak-adilan, sebab bisa saja selama penyidikan berlangsung kondisi ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi. Terlalu lama menyandang status tersangka tanpa dibaringi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalau belum cukup bukti sehingga proses hukum di diamkan saja tanpa ada kepastian kapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasan orang.[footnoteRef:30] [30: Ibid, Hlm. 226] 

Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menetapkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan menambah objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti yang cukup”.[footnoteRef:31] [31: Ibid, Hlm. 227] 

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenangnya oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau ditetapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan.[footnoteRef:32] [32: Ibid, Hlm. 228] 

Jika dilihat kebelakang sejarah pada saat KUHAP dibuat dan diperlakukan pada tahun 1981, saat itu penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa itu upaya paksa secara konvensional hanya dipahami sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan. Seiring dengan perkemabngan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang  diduga telah melakukan tindak pidana, tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.[footnoteRef:33] [33: Loc.cit. Hlm. 228] 

Kalau demikian pertanyaannya adalah berapa lama orang dapat berstatus sebagai tersangka, jawaban terhadap pernyataan ini sangat tergantung pada beberapa hal diantaranya beberapa lama proses penyidikan yang dilakukan penyidik, kemudian berkaitan dengan diterbitkannya SP3. 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.[footnoteRef:34] [34: Loc.cit. Hlm. 228] 

Dimulainya penyidikan itu ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya “Surat Peerintah Penyidikan” oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Bagi pimpinan kepolisian dan kejaksaan, surat perintah penyidikan merupakan alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya dipihak tersangka berarti aada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Bagi tersangka yang merasa penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya tidak dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan ini juga tidak disebutkan berapa lama masa penyidikan dimaksud.[footnoteRef:35] [35: Loc.cit. Hlm. 228] 

 Kembali kepada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa 
	“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa  ketentuan Pasal ini pun tidak memberikan batas waktu penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. 
Pemberitahuan ini merupakan kewajiban hukum penyidik, oleh karena itu harus dilakukan dengan segera dalam arti waktu yang sesingkat-singkatnya setelah dimulainya pemeriksaan tersangka. Akan tetapi hal inipun tidak memberikan waktu yang pasti. Oleh karena itu pengertian “segera” harus diartikan dalam waktu yang wajar. Bagaimana “waktu yang wajar” itu. Hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi dilihat dari segi kompleksitas, sikap penyidik yang langsung menangani perkara pidana yang bersangkutan dengan tidak mengulur ulur waktu.[footnoteRef:36] [36: Ibid, Hlm. 229] 

Kemudian jika dibaca ketentuan Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan 
“setelah  Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. 

Dalam ketentuan pasal ini tidak disebutkan alokasi waktu yang diperlukan untuk mnentukan sikap bagi penuntut umum, apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dilipahkan ke pengadilan atau tidak. Disini hanya disebutkan dengan kata “segera”, hal ini berarti tidak ada memberikan kepastian hukum. Penelitian terhadap persyaratan kelengkapan berkas perkara bisa dilakukan secara cepat bagi perkara-perkara pidana yang pembuktiannya dianggap mudah, sebaliknya bagi perkara pidana yang pembuktiannya dianggap sulit dan alat buktinya baik secara kuantitas maupun secara kualitas kurang, maka dengan prinsip kehati-hatian tentu waktu yang dibutuhkan relatif lama.[footnoteRef:37] [37: Ibid, Hlm. 230] 

Mungkin inilah alasan mengapa KUHAP tidak menentukan waktu yang pasti, sehingga hanya menggunakan kata “segera”. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah akibat tidak-pastian seseorang menyandang status tersangka. Bisa saja terjadi berkas perkara pidana dari penyidik yang diterima oleh penuntut umum, dikembalikan lagi kepada penyidik dengan alasan tidak lengkap persyaratannya, baik persyaratan formil maupun persyaratan materil. Keadaan seperti ini bisa berulang-ulang, arti berkas perkara pidana tersebut bolak-balik antara penyidik kepolisian dan penuntut umum. 
Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh kepolisian kepada penuntut umum seyogyanya harus dimaknai sebagai kontrol negara yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap penyidik kepolisian, akan tetapi KUHAP tidak memberikan sampai sejauh mana kontrol itu bisa dilaksanakan. Misalnya, penyidik kepolisian telah mulai melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana dan tersangkanya sudah ditetapkan.[footnoteRef:38] [38: Loc.cit. Hlm. 230] 

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi setelah sekian lama menunggu, penuntut umum belum juga menerima pelimpahan perkara tersebut. Bahkan penuntut umum menyatakan kepada penyidik kapan perkara tersebut dilimpahkan, ternyata tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Dalam kondisi seperti ini, bisakah penuntut umum memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan perkara tersebut. Ternyata KUHAP tidak ada mengatur tentang hal ini, oleh karena itu penuntut umum tidak dapat memaksa penyidik kepolisian untuk segera melimpahkan suatu perkara pidana.[footnoteRef:39] [39: Loc.cit, Hlm  230] 

Dengan demikian, maka apabila penyidik telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian tidak dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara atau pemberitahuan pengehentian penyidikan, maka secara yuridis penyidikan itu belum selesai, artinya status tersangka yang telah ditetapkan kepada seseorang masih melekat padanya. Pengecualian dapat terjadi jika penyidik secara resmi menghentikan penyidikan itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) bahwa 
“Dalam hal penyidik mengehentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluargaya”. 

Kemudian menurut ketentuan Pasal 76 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana menyebutkan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila :
a. Tidak terdapat bukup bukti.
b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
c. Demi hukum :
1. Tersangka meninggal dunia.
2. Perkara telah kadaluarsa.
3. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).[footnoteRef:40] [40: Loc.cit. Hlm. 230] 

Sebelum sampai pada kesimpulan untuk menghentikan penyidikan, biasanya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan ini bertujuan, diantaranya adalah untuk evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan, pemecahan masalah atau hambatan penyidikan, menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan, maka penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentia Penyidikan (singkat SP3) kepada pelapor, JPU dan tersangka atau penasihat hukumnya. Apabila SP3 sudah diterima oleh tersangka, maka dengan sendirinya status tersangkanya secara yuridis sudah berakhir. Sebaliknya jika penyidik tidak menerbitkan SP3, maka status tersangka tetap melekat, artinya belum berakhir.[footnoteRef:41] [41: Ibid, Hlm. 231] 


2.2.3 Penetapan Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
Dapatlah dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan, sebagai pemberian sang pencipta allah swt, sehingga hak asasi manusia seyogyanya dapat berlaku secara universal. Hak asasi manusia bukanlah pemberian pemerintah atau penguasa, oleh karena itu kebijakan apapun yang diambil sebagai regulator tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia tersebut. Pemerintah atau penguasa hanya berwenang untuk mengatur agar supaya pelaksanaan hak asasi manusia berjalan secara efektif dan tidak saling berbenturan antara hak asasi yang satu dengan yang lainnya.
Sejarah panjang memperjuangkan hak asasi manusia sudah dimulai sejak dulu kala, sebutlah Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama didunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan, seperti Magna Charta. Adapun isi prinsip dasar negara magna charta adalah pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja. Dengan demikian maka tidak seorangpun dari warga negara dapat ditahan atau dirampas harta kekayaan atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan hukum. Disinilah mulainya perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi dari pada kekuasaan raja pada saat itu. Ada beberapa poin penting isi magna charta yang relevan dengan tulisan di antaranya adalah: [footnoteRef:42] [42: Loc.cit, Hlm. 231] 

1. Bahwa polisi atau jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
2. Bahwa apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. 
3. Bahwa seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
Jika dilihat dalam perspektif hukum hak asasi manusia, baik hukuman hak asasi manusia nasional maupun internasional, maka dapatlah diperoleh suatu pemahaman bahwa penegakan hukum oleh negara yang tidak mampu memberikan kepastian hukum, maka sudah dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia atau setidak-tidaknya sangat berpotensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Sebagaimana dimaklumi bahwa hak untuk hidup sesungguhnya merupakan suatu prinsip moral yang disandarkan kepada keyakinan bahwa hak untuk hidup itu bawaan setiap orang yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa yang tidak boleh dikurangi sedikitpun juga, bukan sebagai hak istimewa yang diberikan oleh pemangku kekuasaan politik. Kelayakan dan ketentraman dalam melaksanakan hak hidup penting untuk dihormati dan bebas dari segala gangguan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Kebebasan dalam menjalankan hak untuk hidup di dasarkan pada kemampuan untuk merencanakan dan mengantisipasi masa depan seseorang.[footnoteRef:43] [43: Loc.cit, Hlm.231] 

2.3 Peranan Praperadilan
Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (rechtidee) dalam negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu:
1. Kepastian hukum (rechtssicherkeit)
2. Kemanfaat hukum (zeweckmassigkeit)
3. Keadilan hukum (gerechtigkeit), dan 
4. Jaminan hukum (doelmatigkeit). 
Lembaga praperadilan mempunyai fungsi dalam menjamin dan melindungi hak asasi dari tersangka atau terdakwa ketika penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. [footnoteRef:44] [44: Jaholden, Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana,(Medan : Cv. Aa Rizky, 2021). Hlm 6] 

Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparatpenegakan hukum itu sendiri dan peranan praperadilan untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan.
Praperadilan yang tersedia dalam KUHAP dirasakan sudah tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan tersangka/keluarga tersangka. Dalam hal ini, Praperadilan harus tetap dipertahankan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal, kedepannya Praperadilan harus bersifat hakim ad hoc yang terdiri dari hakim karier, akademisi, dan praktisi sehingga diharapkan oleh para pencari keadilan untuk tersangka/keluarga tersangkasecara benarbenar terwujud melalui putusan-putusan hakim ad hoc dapt secara objektif dengan mempetimbangkan berbagai macam aspek.
2.3.1 Ciri dan Eksistensi Praperadilan
Praperadilan sebagai salah satu lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia, hal mana mempunyai ciri dan eksistensi, yaitu:
 1. Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, praperadilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri.
 2. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan bagian atau divisi dari pengadilan negeri.
3. Urusan administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
 4. Masalah tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri. [footnoteRef:45] [45: Riadi Asrah Rahmad, Hukum Acara Pidana,(Pekan baru:Raja Grapindo Persada, 2019). Hlm, 71] 

Jadi pada prinsipnya lembaga praperadilan adalah bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[footnoteRef:46] [46: Loc.cit, Hlm. 71] 

2.3.2 Tujuan Praperadilan
Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Hukum Acara Pidana Jadipadaprinsipnyatujuanutamapelembagaanpraperadilandalam KUHAP, adalah untuk melakukan ”pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan upayapaksayang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.[footnoteRef:47] [47: Ibid, Hlm. 72] 

2.3.3 Ketentuan Tentang Praperadilan
Dalam hal mengenai ketentuan praperadilan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Bila kita melihat isi pasal di atas, bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna yang tanpa ada kesalahan, sehingga siapapun dia, termasuk aparat penegak hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakannya terutama menyangkut dengan isi Pasal 77 di atas. Dan itu telah diatur dalam ketentuan undang-undang.
Sebagaimana Intinya, bagi seorang tersangka, apabila merasa bahwa tindakan penangkapan ataupenahanan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya merupakan tindakan yang tidak sah, maka undang-undang memberikan hak kepada dirinya untuk melakukan permintaan pemeriksaan (atau bahasa yang sering dipakai adalah “gugatan”) atas tindakan tersebut kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP). Lalu dalam Pasal 81 KUHAP jika seandainya telah terbukti bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum merupakan tindakan yang tidak sah, maka tersangka ataupun pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.[footnoteRef:48] [48: Jaholden, Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana,(Medan : Cv. Aa Rizky, 2021), Hlm. 34] 

Khusus mengenai ganti kerugian, lebih diperjelas lagi dalam Pasal 95 (2) KUHAP menyatakan sidang praperadilan juga dapat memutus tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Perlu diingat bahwa pra peradilan diajukan sebelum perkara tersebut masuk ke tahap pemeriksaan oleh pengadilan.
Demikian juga bagi penyidik atau penuntut umum ataupun pihak ketiga, apabila merasa bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan adalah merupakan tindakan tidak sah, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan pada ketua pengadilan negeri (Pasal 80 KUHAP). Ini mengindikasikan bahwapenghentian penyidikan dan penuntutan tidak bisa dilakukan secara diam-diam, namun harus berdasarkan prosedur yang ada. Namun dalam buku karangan Kombes Pol (pnw) M. Karjadi dan AKBP (pnw) R. Soesilo dengan judul KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar dijelaskan bahwa “penghentian penuntutan” seperti tersebut di atas tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut, penyampingan perkara untuk kepentingan umum bukan merupakan objek dari gugatan praperadilan.[footnoteRef:49] [49: Ibid, Hlm. 35] 

2.3.4 Kedudukan Praperadilan
Pasal 78 ayat (1) KUHAP menetapkan Praperadilan sebagai pelaksana wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan serta tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam hal hakim praperadilan memutuskan penangkapan atau penahanan Penyidik adalah tidak sah, maka Praperadilan berwenang untuk:
1. Memerintahkan pembebasan tersangka (Pasal 82 ayat (3) sub a)dan menentukan jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi.
2. Menetapkan rehabilitasi saja apabila tersangka tidakditahan.
3. Menetapkan penyidikan dan penuntutan (yang dihentikan) dilanjutkan.
4. Supaya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, dikembalikan kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan Praperadilan adalah sebagai suatu pengadilan umum dengan wewenang khusus yang terbatas, yakni mempunyai acara sendiri yang agak berbeda dengan proses pidana biasa. Perbedaan yang terlihat adalah, berbeda dengan proses pidana umum dan khusus, proses Praperadilan tidak mengenal penuntut umum. 
Kedudukan lembaga Praperadilan dalam hubungan ini dapat disamakan dengan kedudukan hakim Pengadilan Ekonomi yang juga ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, juga mempunyai wewenang khusus dan terbatas yakni mengadili perkara tindak pidana ekonomi semata-mata, dan mempunyai acara yang agak menyimoang dari hukum acara pidana umum (KUHAP). Pemeriksaan dan pengadilan tindak pidana ekonomi diatur dalam undangundang tersendiri, hal ini juga dapat dilakukan dengan lembaga Praperadilan, tetapi pembuat Undang-undang telah mengaturnya dalam KUHAP.[footnoteRef:50] [50: Ibid, Hlm. 36] 

Tetapi meskipun demikian hakekatnya, kedua lembaga tersebut tetap sama saja: memeriksa dan memutus perkara tindakan melawan hukum yang khusus. Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa dalam hal-hal perkara-perkara tindakan-tindakan pidana ekonomi, korupsi dan subversi, lembaga Praperadilan tidak berlaku. Dapat juga dicatat, bahwa putusan Praperadilan adalah final, tidak dapat dibanding (atau dikasasikan) kecuali dalam hal putusan yang menetapkan penghentian penyidikan dan pengusutan adalah tidak sah. Baik Pasal ini maupun Pasal lain di KUHAP tidak menjelaskan apakah pemeriksaan ditingkat banding ini juga harus mematuhi proses yang singkat seperti proses Praperadilan, dan tidak jelas pula bagaimana harus dilakukan terhadap tersangka yang sudah dibebaskan oleh penyidik atau penuntut umum: dibiarkan bebas atau harus/bisa ditahan kembali. 
Kedudukan hakim Praperadilan dalam KUHAP pada hakekatnya adalah sama dengan kedudukan hakim dalam mengadili perkara pidana biasa, dalam arti keduaduanya harus tunduk dan menerapkan ketentuanketentuan KUHAP dalam memeriksa dan memutus perkara dalam sidang Praperadilan. Karena hakim Praperadilan adalah hakim dalam lingkungan peradilan umum, maka sudah tentu berlaku juga baginya Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Akhirnya kita juga dapat melihatlembaga Praperadilan sebagai suatu upaya hukum luar biasa (buitengewon rechts middel) bagi tersangka untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan.
2.3.5 Urgensi Praperadilan Bagi Penegakan Hukum
Tingkat urgensi penagakan hukum dalam perkara praperadilan hukum pidana, Dalam melihat Salah satu perbedaan yang tampak antara KUHAP dengan HIR adalah mengenai Praperadilan, dimana Praperadilan tidak diatur dalam HIR. Dalam KUHAP ketentuan mengenai Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Hal-hal yang diatur dalam KUHAP mengenai ketentuan Praperadilan.
Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. [footnoteRef:51] [51: Ibid, Hlm. 38] 

Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum. Hal ini dapatberarti bahwa penegakan hukum pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upayaupaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.
2.3.6 Syarat-Syarat Praperadilan
Ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan: 
a. Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP ? Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan hal ini, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan” dan/atau “tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan”, maka penahanan tidak lagi diperlukan. [footnoteRef:52] [52: Ibid, Hlm. 40] 

b. Apakah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut ? Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undangundang. Dalam penyidikan, pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil lainnya (Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP) umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan. Namun demikian, dengan ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis), ketentuan umum ini disimpangi, sehingga penyidik kejaksaan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan UndangUndang No. 30 Tahun 2002, mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Khusus berkenaan dengan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penanahanan secara langsung (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002) dan kewenangan penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002). Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK, merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangkayang disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) UndangUndang No. 30 tahun 2002). [footnoteRef:53] [53: Ibid, Hlm. 41] 

c. Apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)? Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa kriteria objektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: “arrested is principle, and non arrested is exception.” Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari “discretionary power” yang terkadang sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum tertentu. Sebenarnya, permasalahan penahan ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menetukan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
d. Apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan,uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas limitatif yang ditentukan undangundang. Turunan surat perintah ini diserahkan kepada keluarga pesakitan. Ada baiknya, jika dalam pemeriksaan sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunan surat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahnya tindakan tersebut.[footnoteRef:54] [54: Ibid, Hlm. 43] 

2.3.7 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan
Ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang bisa mengajukan Permohonan Praperadilan di atur juga dalam KUHAP. Hal ini berarti dalam mengajukan permohonan Praperadilan tidak bisa diajukan oleh setiap orang, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan antara lain adalah sebagai berikut :
1. Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, adalah :
a. Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan :
1) Tersangka.
2) Keluarga.
3) Kuasanya.
b. Mengenai sah atau tidaknya penahanan :
1) Tersangka.
2) Terdakwa.
3) Keluarga.
4) Kuasanya. 
2. Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP, adalah :[footnoteRef:55] [55: Ibid, Hlm. 44] 

a) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan : 
1) Penuntut Umum.
2) Pihak ketiga yang berkepentingan. 
b) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan : 
1) Penyidik.
2) Pihak ketiga yang berkepentingan.
3. Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihakpihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan.
4. Mengenai permohonan Praperadilan karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga atau darimana benda tersebut disita.
2.3.8 Penetapan Tersangka Menjadi Objek Praperadilan
Penetapan tersangka adalah suatu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penyidikan dalam proses peradilan pidana. Prisip kehati-hatian dalam proses pidana yang mengedepankan due process of law agar tidak terjadi kekeliruan atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Bagaiamana jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun penetapan tersangka tersebut belum ada bukti atau belum terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam Hukum Acara Pidana. Dari posisi perkara permohonan pengujian norma Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon), memohon agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan mengikuti perkembangan upaya paksa, dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang belum terpenuhinya bukti permulaan cukup dalam proses penyidikan dalam KUHAP.
Sebagai mana di atur dalam KUHAP dan yang diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. “Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi. Tujuan hukum adalah keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna”. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. [footnoteRef:56] [56: Ibid, Hlm. 47] 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945:
1. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 
Dari Putusan Mahkamah Konstitusi di atas maka tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjaditersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakanperlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut sematamata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.[footnoteRef:57] [57: Ibid, Hlm. 48] 

2.3.9 Kelemahan Praperadilan
Proses peradilan pidana memiliki mekanisme pengawasan yang dapat dikelompokkan antara lain: (1) tahap pemeriksaan pendahuluan (pra-adjudikasi) yang diawasi oleh lembaga praperadilan; (2) tahap pemeriksaan melalui sidang di pengadilan (adjudikasi) yang diawasi oleh hakim-hakim pengadilan dalam rangka pemeriksaan materi pokok perkara dan pembuktian, memungkinkan hakim memutus bersalah menjatuhkan pidana, atau berupa putusan bebas murni atau putusan lepas dari segala tuntutan; (3) tahap pos ajudikasi (post-adjudication) yang diawasi oleh hakim wasmat (pengawasan dan pengamatan) serta lembaga pemasyarakatan.
Uraian dalam sub bab ini adalah membahas tentang berbagai kelemahan pengaturan tentang lembaga praperadilan di dalam KUHAP dan implementasinya dalam praktik, antara lain sebagai berikut: 
1. Objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP terlalu sempit.
2. Kewenangan hakim praperadilan terkait Pasal 77 KUHAP hanya sebatas pemeriksaan dan penilaian terhadap keabsahannya syarat formil saja (bersifat post factum). 
3. Kewenangan penyidik sangat luas dalam menentukan bukti permulaan yang cukup meskipun KUHAP tidak dengan tegas menyebut demikian, tapi dapat dilihat dari potensi penggunaan kewenangan diskresi penyidik.
4. KUHAP tidak memberi defenisi dan batasan tentang apa yang disebut dengan bukti permulaan yang cukup. 
5. Kewenangan menilai bukti permulaan yang cukup diserahkan kepada penyidik. 
6. KUHAP tidak mengatur keterlibatan hakim dari sejak awal saat dilakukannya tindakan upaya paksa.
7. KUHAP hanya mengatur hak menuntut melalui praperadilan baru muncul setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan itupun jika dimohonkan oleh tersangka atau kuasanya.
8. KUHAP tidak mengatur keaktifan hakim dalam memeriksa tindakan upaya paksa, melainkan hanya bersifat passif (jika tersangka mengajukan gugatan praperadilan), padahal telah nyata-nyata terdapat pelanggaran penyidik atau penuntut umum. 
9. Hakim bersikap passif dalam praperadilan. Kewenangan praperadilan hanya bersifat post factum, terbatas pada masalah pengujian keabsahan tindakan upaya paksa sehingga kedudukan dan fungsinya menjadi passif. [footnoteRef:58] [58: Ibid, Hlm. 51] 

10. Pengujian tindakan upaya paksa seperti penahanan terbatas hanya review administratif dan dasar objektif penahanan. Hakim praperadilan hanya memeriksa dan menguji serbatas syarat-syarat formal administratif tentang objek dalam Pasal 77 KUHAP misalnya syarat-syarat penangkapan dan penahanan. 
11. Gugurnya praperadilan menghilangkan hak menuntut bagi tersangka dalam praperadilan. 
12. Masalah manajemen perkara praperadilan dan ketepatan waktu praperadilan. 
13. Tenggang waktu penjatuhan putusan sidang praperadilan 7 (tujuah) hari setelah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan sesuai dengan pemeriksan acara cepat sangat potensial disiasati untuk mengugurkan praperadilan. 
14. Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tidak konsisten dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dalam rangka menegakkan keadilan dalam praperadilan. Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tidak bersifat imperatif, sedangkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bersifat imperatif.
15. Faktor psikologis antar sesama aparat penegak hukum membuat hakim praperadilan sulit menerapkan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP untuk memanggil dan mendengarkan keterangan dari pejabat penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan dalam pemeriksaan praperadilan. 
Lembaga praperadilan dalam hal ini kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dalam halpenyitaan dan penggeledehan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (privacy), dan demikian pula dengan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.[footnoteRef:59] [59: Ibid, Hlm. 52] 

Lembaga praperadilan sebagai kontrol terhadap upaya paksa justru baru dilakukan setelah upaya paksa selesai dan sebelum dimulainya pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga model pengawasannya bersifat represif, bukan preventif atau pre-emtif. Sebenarnya hal tersebut dapat diatasi bila diatur tata cara penyidik melaporkan tindakan upaya paksa, meskipun tidak ada permintaan praperadilan, namun terhadap tindakan upaya paksa dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dapat terhindar dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Ketiadakaan ketentuan yang mengatur tentang diskresi penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP tidak bisa mengontrol tindakan upaya paksa dari tindakan sewenang-wenang, sehingga dalam praktik penilaian tentang bukti permulaan yang cukup, keadaan yang mengkhawatirkan, dan lain-lain seutuhnya diserahkan kepada penyidik dan penuntut umum tanpa ada standar dan batasan. Dalam keadaan ini dapat berimplikasi padapelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa yang semestinya tindakan upaya paksa tersebut tidak bisa dinilai berdasarkan diskresi. 
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.Penyidikan merupakan serangkaian proses awal untuk membuktikan seorang yang diduga betul-betul sebagai pelaku tindak pidana untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sehingga merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan dan memperdalam alat bukti yang sah sebagai alat untuk membuktikan tersangka di pengadilan. 
Alat bukti adalah bukti-bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri sebagaimana telah ditentukan ada lima alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ada juga alat bukti yang berdiri sendiri untuk tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus. Barang bukti adalah bukti-bukti yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sendiri-sendiri, seperti surat adalah alat bukti, tapi surat bisa bermacam-macam bentuknya disebut dengan barang bukti.[footnoteRef:60] [60: Ibid, Hlm. 55] 

Penyidik mestinya menggunakan dasar objektif terlebih dahulu saat mempertimbangkan apakah penahanan tersebut dapat diterapkan. Praktik dari penggunaan dasar objektif ini sering kali bersifat subjektif, karena beberapa penyidik dari awal sudah memiliki niat untuk menangkap dan menahan seseorang terlebih dahulu sembari mencari dasar objektif atau pasal pidana yang sesuai. Sebenarnya dalam praktik penyidikan, subjektivitas penyidik sangat mendominasi disebabkan luasnya ruang lingkup kewenangan diskresi penyidik di satu sisi, sedangkan di sisi lain kewenangan luas penyidik tersebut tidak didukung dengan kewenangan pengawasan hakim yang lebih luas untuk bisa mengontrol kewenangan diskresi yang dilakukan penyidik. 
Praperadilan juga tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Bilamana permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam KUHAP, maka sidang praperadilan tidak dapat dilaksanakan. Inilah sifat passif dari hakim pada lembaga praperadilan, dimana hakim praperadilan tidak bisa meminta atas inisiatifnya sendiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindakanupaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum meskipun nyata-nyata ada pelanggaran dalam melakukan penangkapan atau penahanan.[footnoteRef:61] [61: Ibid, Hlm. 57] 



















C. Kerangka Pikir 
Alur kerangka pikir dalam penelitian ini membhas permasalahan pertimbnagan hakim dalam memutus permohonan praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak
Berbicara praperadilan diatur dalam kuhap pada pasal 77 yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
· Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
· Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
Bahwa dalam perjalanannya kemudian, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, wewenang praperadilan diperluas yaitu praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Penelitian ini dipokuskan kepada ingin melihat sejauh mana pertimbangan hakim mngabulkan permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang hanya menggunakan 1 alat bukti dalam penetapan tersangka.
Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka harus memenuhi 2 alat bukti yang cukup sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Frasa “bukti asal”, “bukti asal yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, melalui Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali tindak pidana yang menetapkannya dilakukan tanpa kehadirannya. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.
Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangkanya untuk transparansi dan perlindungan hak seseorang agar seseorang ditetapkan sebagai seseorang yang dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti yang cukup itu.
Olehnya penulis menggunakan teori pembuktian untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengujian pembuktian melalui praperadilan terhadap tindak pidana perseubuhan anak.
Menurut teori pembuktian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP memberikan pengertian secara umum tentang pembuktian, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan
Teori selanjutnya yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperdilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak yaitu dengan menggunakan teori tujuan hukum
Menurut Gustav Radbuch bahwa ada 3 nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, hakim dalam memutus sebuah perkara harus berpedoman kepada ketiga nilai dasar dari tujuan hukum tersebut.
Adapun kerangka pikir dari penelitian dengan judul kajian yuridis pertimbangan hakim terdapat 2 variabel yaitu mengenai sistem pengujian pembuktian melalui praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak dengan indkator sebagai berikut:
1. Tahapan Penyelidikan Dalam PemeriksaanPermohonan Praperadilan
2. Tahapan Penyidikan Dalam   Pemeriksaan Permohonan Praperadilan
Variabel kedua membahas mengenai dasar prtimbangan hakim dalam memutus permohonan prpreadilan dengan indkator sebagai berikut:
1. Keadilan  Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum
Adapun output yang di harapkan dalam penelitian ini adalah terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam proses penetapan tersangka.
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2.5  Definisi Operasional
1. Putusan merupakan segala bentuk kehendak dalam memberikan suatu kepastian yang berkekuatan hukum tetap.
2. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. 
3. Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana yang digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan aparat hukum yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia
4. Pembuktian adalah suatu proses menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta pada masalalu yang tidak terang menjadi fakta yang terang dalam hubungannya di dalam perkara pidana. 
5. Tindak Pidana Persetubuhan Anak merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah.
6. Keadilan hukum ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.
7. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat.
8. Kemanfaatan hukum merupakan suatu harapan yang dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Tipe Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif pada hakekatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau akidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji medefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[footnoteRef:62] [62: Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2011). Hlm.12	] 

Penilitian hukum normatif yang meneliti dan menelaa bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.[footnoteRef:63] [63: Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 66] 

3.2 Sumber Data
Sumber bahan hukum merupakan tempat diperolehnya data. Sumber bahan dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni bahan yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:[footnoteRef:64] [64: Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2007), Hlm. 96] 

a. BahanHukum Primer, Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
b. Bahan Hukum Sekunder, Berupa semu apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi-dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[footnoteRef:65] [65: Loc.cit,Hlm. 96] 

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan metode kajian pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan metode menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.[footnoteRef:66] [66: Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Hlm. 225] 

3.4 Teknik Analisis Data
"Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma hukum positif, yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuaan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana) ketiga dasar tersebut mempunyai urutan secara hirarkis."
[footnoteRef:67] [67: Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017). Loc.cit, Hlm. 66
] 










BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Sistem Pengujian Pembuktian Melalui Praperadilan Terhadap Tindak Pidana    Persetubuhan Anak
Prosesdur Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut.
1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikian atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang sita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
3. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP).
6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut dimuka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 Ayat (2) KUHAP).
7. Selain dari pada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim itu memuat pula:[footnoteRef:68] [68: Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008). Hlm. 192] 

a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapanatau penahanan tidak sah maka pemyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu pennagkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan reahabilitasinya.
d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

4.1.1 Tahapan Penyelidikan Dalam Pemeriksaan Permohonan Praperadilan
Dalam KUHAP Pasal 1 Angka 5 disebutkan, “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pe nyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam pengertian penyelidikan diatas perlu digaris bawahi kalimat, “Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Sasaran “ Mencari dan menemukan”tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. “ dengan perkataan lain, “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.[footnoteRef:69] [69: Ramdhan Kasim & Apriyanto Nusa,Hukum Acara Pidana, (Gorontalo: Setara Press, 2018). Hlm. 57] 

Penyelidikan dilakukan sebelum proses penyidikan. Diatas sudah disebutkan bahwa peneyeldikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi, apakah peritiwa ataukah bukan. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana, dapat dilakukan proses penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Penyelidikan merupakan suatu metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
Dengan adanya tahapan penyelidikan pula, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus pada sikap mengutamakan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti.
Jadi, Motivasi dan tujuan penyelelidikan, merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.
Berdasarkan hal tersebut, filosofi dasar dari tindakan penyelidikan adalah untuk mencari peristiwa hukum pidana. bisa saja penanganan suatu peristiwa tidak sampai pada proses penyidikan, apabila setelah dilakukan proses penyelidikan ternyata diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa hukum pidana. Namun demikian, dalam hal tertangkap tangan, pembuktiannnya sangatlah mudah, dan dapat diapastikan bahwa perbuatan yang “tertangkap tangan” tersebut adalah peristiwa pidana. Sehingga, dalam keadaan seperti ini, tindakan penyelidikan sudah tidak berlaku lagi, dan bisa langsung dilakukan penyidikan.[footnoteRef:70] [70: Ibid. Hlm. 57] 

Dalam kasus yang peneliti pelajari mengenai kajian yuridis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan terhadap tindak pidana persetubuhan anak pada Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Ktg dalam pertimbangan hakim berdasarkan pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan tersebut diatas, diketahui bahwa proses awal mula dari tahap penyelidikan, dimana pada tahap tersebut penyelidik menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana dan selanjutnya membuat laporan, setelah laporan dibuat, dilakukan pencarian keterangan dan barang bukti, dan selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. 
Apabila hasil gelar perkara memutuskan peristiwa yang dimaksud adalah tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyelidikan inilah dilakukan pencarian serta pengumpulan bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa penetapan tersangka harus dilaksanakan pada saat proses penyidikan dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup.
Prosedur penanganan perkara pidana didasarkan pada laporan polisi, pengaduan, tertangkap tangan atau karena adanya putusan pengadilan. Setelah ada dasar tersebut, dilanjutkan dengan proses penyelidikan
Dengan berpedoman pada uraian dasar hukum tersebut diatas, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajudak pemohon dan termohon, apakah dengan alat bukti tersebut menunjukkan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakuakn oleh termohon.
Berdasarkan bukti P1 dihubungkan dengan bukti T1 sampai dengan bukti surat T22 diperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya laporan yang diajukan oleh saksi pelapor yaitu Irfan Olii pada tanggal 28 juni 2021 terkait dugaan persetubuhan terhadap anak korban Dewi Leksa Olii Alias Leksa, yang selanjutnya berdasarkan laporan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Dewi Leksa Olii yang dituangkan dalam hasiln Visum et repertum tertangal 28 juni 2021.
Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, saksi pelapor, terlapor dalam hal ini calon tersangka dan saksi lainnya yang apabila diurutkan adalah sebagai berikut: 
· Tanggal 28 juni 2021 diakukan permintaan keterangan terhadap anak korban Dewi Leksa Olii
· Tanggal 29 juni 2021 dibuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan
· Tanggal 29 juni 2021 dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi pelapor Irfan Olii dan saksi Salwi Rudjua 
· Tanggal 3 juli 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sheli Buana Adam, Moh Fuad Laiya, Fatra Laiya, Alit Kadullah
· Tanggal 05 juli 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap Moh. Fadel Laiya, Nasdawati Walangadi. Isti Usman, Dan Pemeriksaan tambahan terhadap anak korban Dewi Leksa Olii
· Tanggal 12 juli 2021 dialkukan pemeriksaan konfrontasi antara anak korban Dewi Leksa Olii dengan saksi Alit kadullah

Terhadap rangkaian pemeriksaan tersebut kemudian dibuat laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana persetubuhan anak tertanggal 31 juli 2021 dengn kesimpulan bahwa kasus tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 apabila dihubungkan dengan bukti surat T-23 sampai dengan bukti surat T-35 diperoleh fakta bahwa setelah adanya laporan hasil penyelidikan tertanggal 31 juli 2021, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh termohon yaitu:
· Tanggal 2 Agusutus 2021 dilakukan gelar perkara terhadap ketahap pemyidikan
· Tanggal 2 agustus 2021 dikeluarkan surat perintah penyidikan, surat perintah tugas melaksanakan penyidikan, dilakukan gelar perkara, penetapan tersangka
· Tanggal 2 agustus 2021 dikeluarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka atas nama Moh. Fuad Laiya surst pemberitahuan dimulai penyidkian (SPDP), surat perintah penitaan dan berita acara penyitaan, 
· Tanggal 2 agaustus 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban Dewi Leksa Olii, Irfan Olii, Salwi Rudjua dan 
· Tanggal 2 agustus 2021 dikeluarkan surat panggilan terhadap Moh. Fuad Laiya untuk memberikan keterangan sebagai tersangka pada tanggal 4 agustus 2021

Dalam persidangan telah dihadirkan seorang ahli yaitu Apriyanto Nusa, S.H., M.H., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengumpulan bukti pada tingkat penyilidikan dan pengumpulan bukti pada tingakat penyidikan memiliki tujuan yang berbeda. Bukti yang dikumpulkan pada tingkat penyelidikan bertujuan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, sedangkan bukti yang dikumpulkan pada tingkat penyidikan bertujuan untuk membuat lebih terang terkait suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. 
Pada prinsipnya, Hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut diatas, namun setelah Hakim kembali mencermati sifat dari alat bukti yang dikumpulkan, kekakuan pada proses pengumpulan alat bukti tidaklah bisa diterapkan terhadap semua jenis alat bukti, terutama bukti surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan luka pada seseorang, seperti bukti surat Visum et Repertum, mengingat hasil surat Visum et Repertum akan berbeda kualitasnya apabila pemeriksaan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu setelah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu pemeriksaan harus segera dilaksanakan.
Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa meskipun salah satu alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka diperoleh pada tahap penyelidikan, dengan mengingat sifat dari hasil visum et repertummaka alat bukti tersebut oleh hakim dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Yahya Harahap, pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana yang antara lain berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari kebenaran baik hakim, penuntut umum, penasehat hukum maupun terdakwa, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian atas bukti yang ditemukan undang-undang dan tidak boleh bertindak leluasa dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Terutama bagi majelis hakim yang bersangkutan, harus benar-benar cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat yang ditemukan selama sidang. Begitu pula dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dan harus dilaksanakan dalam batas yang diperbolehkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran dan rasa ketidakadilan serta tidak diwarnai oleh penilaian subyektif dan pendapat hakim semata-mata.
Menurut analisis penulis pada dasarnya penyelidik dalam penyelidikan perkara adalah mencari kebenaran materil, namun dalam penyelidkkan perkara pidana, kebenaran materil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100 %, karena hanya tuhanlah yang mengetahui.
Dalam teori pembuktian hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : 
" hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". 

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat dambil kesimpulan bahawa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.
Walaupun demikian, dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun, bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.
4.1.2. Tahapan Penyidikan Dalam Pemeriksaan Permohonan Praperadilan
 Istilah penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan opsporing.Sementara dalam bahasa Inggris disebut “Investigation”. Menurut de pinto,menyidik {opsporing} berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.
Menurut M. Yahya Harapan, pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
Dalam KUHAP,pengertian penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan, “Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari definisi penyidikan di atas. Bahwa filosofi tindakan penyidikan esensinya untuk mencari dan mengumpulkan bukti,yang dengan bukti tersebut ditemukan siapa tersangkannya.Dalam praktik,ini sering terjadi kesalahan.Tidak sedikit,penerbitan surat perintah penyidikan {Sprindik}yang menunjukkan baru dimulainya penyidikan,sudah diawali atau bersamaan dengan pengumuman tersangka.Padahal,penetapan tersangka tersebut berada diakhir proses penyidikan dan bukan diawal.
Tujuan penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan prsoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan kepadanya.Oleh karna alasan tersebut,maka sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cebderung lama,melelahkan,dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis.”[footnoteRef:71] [71: Ramdhan Kasim & Apriyanto Nusa,Hukum Acara Pidana, (Gorontalo: Setara Press, 2018). Hlm. 61] 

Dalam peraturan kapolri {perkap} No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan Tindak pidana,disebutkan dalam pasal 4 bahwa dilakukan penyidikan adalah:
a.   Laporan polisi/pengaduan
1) Laporan Polisi model A
laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota polri yang mengalami,mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi {Pasal 5 Ayat 2}.
2) Laporan Polisi Model B
Laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat {Pasal 5 Ayat 3}.
 b.   Surat perintah tugas 
surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat {Pasal 6}.
· dasar penugasan
· identitas petugas
· jenis penugasan
· lama waktu penugasan
· pejabat pemberi perintah
c. Laporan hasil penyelidikan 
LPH sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu,tempat kegiatan,hasil penyelidilan,hambatan,pendapat dan saran {Pasal 7 Ayat 2}.
d. Surat perintah penyidikan
surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat {Pasal 8 }
· dasar penyidikan
· identitas petugas tim penyidik
· jenis perkara yang disidik
· waktu dimulainya penyidikan
· identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah[footnoteRef:72] [72: Ibid, Hlm. 62] 

e. SPDP
SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan {pasal 25 ayat 1}. SPDP sekurang-kurangnya memuat {pasal 25 ayat 2:
· dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan
· waktu dimulainya penyidikan
· jenis perkara,pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
· identitas tersangka {apabila identitas tersangka sudah diketahui
· identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Pada dasarnya,antara penyidikan dan penyelidikan adalah dua fase tindakan yang berwujut satu.KUHAP mengatur keduanya sekaligus dalam satu bab,yaitu Bab XIV tentang penyidikan sehingga,antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Perbedaannya  hanya bersifat gradual saja.
Perbedaan diantara tindakan penyidikan dan penyelidikan :
a) Pada tindakan penyelidikan tindakan penekanan tindakan diarahkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada tingkat penyelidikan tindak pidananya belum diketahui, sedangkan pada tingkat penyidikan tindak pidananya sudah diketahui, dan tindakan nya diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindakan pidana yang ditemukan tersebut dapat menjadi terang serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.[footnoteRef:73] [73: Ibid. Hlm. 63] 

b) Dari segi kewenangan, pejabat penyelidik memliki kewenangan terbatas karena hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atau suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan wewenang lain berdasarkan perintah penyidik seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya. Penyidik memiliki ruang lingkup wewenang dan kewajiban yang lebih luas dibandingkan penyelidik.
Menurut Ahli Apriyanto Nusa, prosedur penanganan perkara pidana didasarkan pada laporan polisi, pengaduan, tertangkap tangan atau karena adanya putusan pengadilan. Setelah ada dasar tersebut, dilanjutkan dengan proses penyelidikan yang bertujuan untuk, mencari dan menemukan apakah ada peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Jika ditemukan adanya peristiwa pidana maka maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Proses penyidikan bukan lagi mencari peristiwa pidana, namun mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang peristiwa pidana dan guna menemukan tersangka.
Secara filosofis proses penyidikan adalah untuk mencari bukti yag berhubungan dengan tersangka, dan minimal 2  alat bukti merupakan konsekuensi logis untuk penetapan tersangka. Sebaliknya, jika dalam proses penyidikan tidak ditemukan alat bukti maka yang berlaku adalah pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu penghentian penyidikan.
Apabila dalam proses penyidikan telah ditemukan 2 alat bukti, maka berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21 tahun 2014, dapat ditetapkan siapa yang menjadi tersangka. Oleh karena itu, ahli berpendapat tidak relevan apabila sebelum dilakukannya penyidikan, telah ditentukan siapa tersangkanya, karena proses penyidikan merupakan proses pencarian alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam suatu peristiwa pidana.
Berdasarkan terminologi Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014, bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu minimal 2 alat bukti dimana 2 alat bukti tersebut harus ada relevansinya perbuatan calon tersangka.
 Jika dalam proses penyidikan atau dalam SPDP telah ditetapkan nama tersangka, sedangkan belum dilakukan proses penyidikan, hal tersebut adalah suatu kekeliruan yang sering terjadi dalam tahap penetapan tersangka. SPDP merupakan surat pemberitahuan bahwa akan mulai dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana, bukan surat pemberitahuan penetapan tersangka. 
SPDP pada prinsipnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, pelapor, korban, dan terlapor karena memuat informasi tentang akan dimulainya proses penyidikan yang tujuannya adalah mencari alat bukti, sehingga tidak logis dan tidak ada relevansinya ketika ada penyampaian SPDP bersamaan dengan penetapan tersangka merupakan suatu proses yang terjadi setelah pencarian alat bukti. 
Proses pengumpulan alat bukti harus dilakukan terlebih dahulu kemudian ditentukan tersangkanya, bukan bersamaan dengan terbit SPDP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 tahun 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa salinan SPDP diberikan kepada penuntut umum, pelapor, dan calon tersangka. Calon tersangkan diberitahukan bahwa proses penyidikan baru akan dimulai. Dengan demikian Bahwa adanya SPDP yang sudah mencatumkan nama tersangka bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 tahun 2015.
Tujuan pemeriksaan saksi dalam tahap penyelidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanpa mencantumkan “Pro Justitia” adalah bukan mencari alat bukti, namun hanya mencari bahan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa pidana atau bukan tindak pidana. Jika sudah dilakukan proses penyelidikan selanjutnya diputuskan dalam gelar perkara dan ditingkatkan ke proses penyidikan, yaitu akan dilakukan pengumpulan alat bukti.
Tujuan dan orientasi penyelidikan adalah untuk menentukan peristiwa sedangkan dalam penyidikan adalah mencari alat bukti. Oleh karena itu Berita Acara Klarifikasi pada tahap penyelidikan memiliki nilai pembuktian yang berbeda dengan penyidikan. Pengumpulan bukti pada tahap penyelidikan bertujuan untuk menunjukkan peristiwa pidana, sedangkan pengumpulan bukti pada tahap penyidikan adalah untuk menetapkan tersangka.Dengan demikianapabila bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka ada bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, maka alat bukti yang diajukan tersebut tidak sah karena diperoleh dengan cara yang tidak sah.
Terhadap bukti surat P-2 berupa surat panggilan tersangka untuk memberikan keterangan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan bukti surat P-3 berupa SPDP yang keduanya tertanggal 2 agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021. Biasanya sebelum adanya penetapan tersangka, sebelumnya ada alih status yang diberikan kepada tersangka sehingga tersangka dapat mengetahui dasar yang diajukan bukti untuk penetapan tersangka. Terkait pencarian alat bukti, apabila ternyata alat bukti yang digunakan, seperti keterangan saksi/surat diperoleh bukan dalam proses penyidikan, maka harus dikesampingkan, karena sebagaimana yang telah ahli jelaskan bahwa pencarian alat bukti pada tahap penyelidikan tujuannya berbeda dengan tahap penyelidikan.
Bahwa ahli berpendapat harus ada alih status tersangka dengan tujuan agar tersangka mengetahui bukti apa yang digunakan penyidik untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dengan mengetahui bukti tersebut, tersangka bisa menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum, dalam hal ini praperadilan. 
Jika melihat surat panggilan tersangka tertanggal 2 Agustus 2021 dimana tersangka dipanggil untuk dimintai keterangannya pada tanggal 4 Agustus 2021, maka kemungkinan besar alat  bukti yang digunakan penyidik adalah alat bukti yang digunakan saat dilakukan penyelidikan, bukan penyidikan karena penetapan bersamaan dengan penetapan tersangka. Selain itu, Ahli juga berpendapat bahwa tersangka harus diperiksa sebagai calon tersangka untuk menghindari persangkaan tidak wajar sehingga tersangka bisa melakukan klaripikasi.
Penetapan tersangka pada tanggal 2 Agustus 2021 apabila dihubungakan dengan bukti surat Visum et repertumyang didapatkan sebelum tahap penyidikan, memiliki tujuan dan oreintasi yang berbeda. Bukti yang didapat selama proses penyidikan sejak dikeluarkan SPDP adalah bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka. 
Bukti yang diperoleh sebelum proses penyidikan, yaitu sebelum dikeluarkannya SPDP adalah bukti pada tahap penyelidikan yang tujuannya adalah untuk menunjukkan peristiwa apakah merupakan peristiwa pidana atau bukan, sehingga sekali lagi ditegskan bahwa pengumpulan bukti pada tahap penyelidikan dengan tahap penyidikan memiliki orientasi terpisah dan berbeda.
Dalam pertimbangan hakim terhadap poin 1 pada pokoknya telah diatur pada Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang menentukan “ tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Terhadap frasa bukti permulaan sebagaimana dalam Pasal a quo oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah diberikan penafsiran bahwa “ agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebgaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945) serta memenuhi asas lex certa dan asas lex strictsdalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14 Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinakan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).

Selain Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penetapan tersangka juga diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tentang tindak pidana yang menentukan bahwa “ Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 KUHAP, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014 dan Peraturan Kapolri diatas, diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah adanya minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemerikasaan calon tersangka dan didukung dengan barang bukti.
Pertimbangan hakim Terhadap Poin 2, Tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan syarat penetapan tersangka sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana dalam memperoleh 2 alat bukti, pemeriksaan calon tersangka dan barang bukti haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, dimana prosedur yang dimaksud adalah proses penyelidikan dan penyidikan.
Pasal 1 Angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun penyidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP yaitu “serangkaian tindak penyidik dalm hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bedasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa penyidik telah mengumpulkan 2 alat bukti sebelum menerbitkan surat penetapan tersangka terhadap diri Moh Fuad Laiya Alias Fuad. Selanjutnya mengenai pemeriksaan calon tersangka setelah Hakim menilit bukti surat T-14 berupa berita acara interogasi terhadap Moh Fuad Laiya diketahui bahwa Moh Fuad Laiya diperiksa sebagai calon tersangka pada tanggal 3 juli 2021, yang kemudian kembali memunculkan pertanyaan, apakah calon tersangka harus diperiksa pada tingkat penyidikan sebagai syarat untuk menetapkan tersangka, terhadap hal tersebut hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan calon tersangkanya”, Yang mana dalam pertimbangan Putusan tersebut tidak memberikan penjelasan secara eksplisit pada tahap mana calon tersangka harus diperiksa sebagai syarat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Menurut analisis Penulis, esensi tahap penyelidikan memiliki nilai pembuktian yang berbeda dengan penyidikan. Pengumpulan bukti pada tahap penyelidikan bertujuan untuk menunjukkan peristiwa pidana, sedangkan pengumpulan bukti pada tahap penyidikan adalah untuk menetapkan tersangka. Dengan demikian apabila bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka ada bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, maka alat bukti yang diajukan tersebut tidak sah karena diperoleh dengan cara yang tidak sah.
sebelum adanya penetapan tersangka, sebelumnya ada alih status yang diberikan kepada tersangka sehingga tersangka dapat mengetahui dasar yang diajukan bukti untuk penetapan tersangka. Terkait pencarian alat bukti, apabila ternyata alat bukti yang digunakan,  diperoleh bukan dalam proses penyidikan, maka harus dikesampingkan, karena sebagaimana pencarian alat bukti pada tahap penyelidikan tujuannya berbeda dengan tahap penyelidikan.
Dalam hal ini kasus yang diangkat oleh peneliti berdasarkan Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Ktg terjadi pada tahun 2021, untuk itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baru disahkan pada tahun 2022.
Sehingganya, pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya dengan menggunakan satu alat bukti bertentangan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keasilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.
Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuandi bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.
Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.
Dengan demikian putusan hakim di peradilan yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berati putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.
4.2  Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Praperadilan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak
	Penegak hukum pidana bekerja dalam sistem peradilan pidana yang memiliki kerangka pendirian due process of law. Due process of law merupakan elemen dasar dari keadilan yang melindungi individu dari kekuasaaan yang sewenang -wenang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 34/PUU-XI/2013 menjelaskan bahwa “prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 adalah yang meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia”.[footnoteRef:74] [74: Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013. tanggal 28 April 2014, Hal. 75] 

 Due process of law tidak dapat bekerja dengan sendirinya, perlu intrumen hukum atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman. Secara teknis, hukum pidana di Indonesia berpedoman kepada hukum acara pidana yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP “undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan” dan dalam Pasal 3 KUHAP “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Hal ini dikuatkan dalam pertimbangan hakim dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menegaskan “bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umummaupun hakim, dalam proses peradilan pidana, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut”.[footnoteRef:75] [75:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 28 April 2010, Hal. 21] 

 Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sekalipun terhadap seseorang yang disangka maupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Namun bukan berarti hak mereka yang disangka dan didakwa sama dengan orang yang tidak disangka dan didakwa, ada tindakan perampasan hak asasi manusia terhadap diri mereka. Dalam Sistem Peradilan Pidana perampasan hak asasi diperbolehkan sepanjang dibenarkan oleh hukum melalui sistem peradilan pidana yang adil (due process of law).[footnoteRef:76] [76:  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 34.] 

 Tindakan perampasan hak asasi manusia dalam koridor hukum pidana disebut sebagai upaya paksa. Upaya paksa merupakan bentuk upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam rangka melaksanakan proses peradilan.[footnoteRef:77] [77:  Shidarta, Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hal.34] 

 Meskipun upaya paksa merupakan kewenangan aparat penegak hukum, namun pelaksanaan dari upaya paksa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesewenangan karena bagaimanapun juga akan merampas hak asa si manusia dari seorang tersangka atau terdakwa. 
Untuk melindungi hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka atau terdakwa, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur sebuah lembaga praperadilan. Pengujian ini merupakan wewenang pengadian negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang -undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[footnoteRef:78] [78:  Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana] 

	4.2.1. Keadilan Hukum
 Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Pada teori ini yang sangat penting adalah keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Maksudnya pada satu sisi memang benar keadilan berarti kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami juga bahwa keadilan berarti ketidaksamaan hak. Sehingga Aristoteles menggolongkan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif. [footnoteRef:79]Keadilan distributif dan keadilan korektif sama -sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesataraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif hal yang penting merupakan bahwa imbalan yang sama rata di berikan atas pencapaian yang sama rata. Kedua keadilan tersebut yang menjadi persoalan adalah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya pelanggaran kesepakatan, di koreksi dan di hilangkan. Adapun penggolongan tersebut, yakni:  [79: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hal.163] 

Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang -barang dan kehormatan kepada tiap orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat dari suatu negara; Keadilan komutatif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari dimana hak milik seseorang dari awalnya maka harus kembali kepadanya karena setiap orang dinilai sama karena sifatnya mutlak. 
Teori ini diperlukan sepanjang keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Maksudnya pada satu sisi memang benar keadilan berarti kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami juga bahwa keadilan berarti ketidaksamaan hak. Dalam penetapan tersangka, keadilan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka diukur dari kesempatan untuk melakukanupaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan penetapan tersangka tersebut. Hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan penegak hukum harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang prinsip kehati-hatian dan melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan pada pranata praperadilan guna menjaga tindakan sewenang -wenang penyidik. 
Dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan warna baru dalam penegakan keadilan yang bersumber pada keseteraan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Negeri Kotamobagu diberikan wewenang untuk menerima permohonan praperadilan dengan alasan permohonan pengujian penetapan tersangka.
Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolak ukurnya bagi para pihak-pihak yang berperkara. Adil bagi suatu pihak belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakan keadilan, hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” penulis menganalisis putusan hakim di Pengadilan Negeri Kotamobagu No.3/Pid.Pra/2021 tentang permohonan praperadilan.
Pertimbangan hakim, Tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan syarat penetapan tersangka sebagaimana telah diuraikan, dimana dalam memperoleh 2 alat bukti, pemeriksaan calon tersangka dan barang bukti haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, dimana prosedur yang dimaksud adalah proses penyelidikan dan penyidikan.
Pasal 1 Angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun penyidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP yaitu “serangkaian tindak penyidik dalm hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Tahap penyelidikan, dimana pada tahap tersebut penyelidik menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana dan selanjutnya membuat laporan, setelah laporan dibuat, dilakukan pencarian keterangan dan barang bukti, dan selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Apabila hasil gelar perkara memutuskan peristiwa yang dimaksud adalah tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan inilah dilakukan pencarian serta pengumpulan bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa penetapan tersangka harus dilaksanakan pada saat proses penyidikan dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup.
 Hakim berkesimpulan bahwa penyidik telah mengumpulkan 2 alat bukti sebelum menerbitkan surat penetapan tersangka terhadap diri Moh Fuad Laiya Alias Fuad. Selanjutnya mengenai pemeriksaan calon tersangka setelah Hakim menilit bukti surat berupa berita acara interogasi terhadap Moh Fuad Laiya diketahui bahwa Moh Fuad Laiya diperiksa sebagai calon tersangka pada tanggal 3 juli 2021, yang kemudian kembali memunculkan pertanyaan, apakah calon tersangka harus diperiksa pada tingkat penyidikan sebagai syarat untuk menetapkan tersangka, terhadap hal tersebut hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ diatfsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan calon tersangkanya”, Yang mana dalam pertimbangan Putusan tersebut tidak memberikan penjelasan secara eksplisit pada tahap mana calon tersangka harus diperiksa sebagai syarat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Menurut analisis penulis, pada prinsipnya tujuan praperadilan adalah untuk transparansi dan perlindungan hak asasi manusia, secara teknis hukum pidana di Indonesia berpedoman kepada hukum acara pidana yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP “undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan” dan dalam Pasal 3 KUHAP “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 
Hal ini dikuatkan dalam pertimbangan hakim dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menegaskan “bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013. tanggal 28 April 2014, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana, terutama tersangka yang terlibat dalam proses tersebut”
4.2.2 Kemanfaatan Hukum
  Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.
 Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu: 
1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya halhal yang kongkret 
2.  Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang. [footnoteRef:80] [80:  Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemnafaatan Hukum, volume 13, 2016. Hlm.290
] 

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.
Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (restutio in imtegrum). Masyarakat sangat mengharapakan penyelesaian perkara melalui pengadilan akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat .
Untuk mengetahui bentuk putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 3/Pid.Pra/2021 tentang permohonan praperadilan.
Majelis hakim menimbang bahwa pada persidangan telah dihadirkan Saksi Herry Djalula, yang melakukan penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Moh Fuad Laiya Alias Fuad yang pada pokoknya menjelaskan bahwa alur sebelum dimulainya penyidikan adalah laporan hasil penyelidikan yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2021. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian tindakan dilanjutkan dengan gelar perkara dari tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021. Setelah dilakukan gelar perkara, pada hari yang sama dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi, masih pada hari yang sama yaitu tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita. Pemeriksaan Saksi-Saksi tersebut dilakukan terhadap 3 orang saksi, yaitu Anak Korban Dewi Leksa Olii, Saksi Irpan Olii dan Saksi Salwi Rujua alias Mama Leksa. Berdaarkan keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa pada tanggal 2 Agustus 2021 ditambah dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 353/13/VI/2021/RSUD tertanggal 28 Juni 2021, kemudian tindakan dilanjutkan dengan melakukan gelar perkara penetapan tersangka, mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 2 Agustus 2021 dan selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan dilakukan tindakan penyitaan terhadap barang  bukti.
Saksi Herry Djalula juga menjelaskan bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka termuat kalimat “Berita acara pemeriksaan saksi-saksi” yang mana pemeriksaan saksi-saksi yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021, sedangkan “Hasil Visum Et Repertum” yang menunjukkan bahwa penyidik menggunakan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2021.
Berdasarkan keterangan Saksi Herry Djalula tersebut apabila dihubungkan dengan bukti Surat T-23 sampai dengan T-35 diperoleh fakta bahwa Surat Penetapan Tersangka tersebut diterbitkan oleh penyidik setelah dilakukannya pegumpulan 2 alat bukti, yaitu keterangan 3 orang saksi dan bukti surat Hasil Visum Et Repertum. Namun demikian, terhadap alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka mengingat bukti Surat Visum Et Repertum tersebut diperolehannya pada tingkat penyelidikan?
 Terhadap hal tersebut Hakim menimbang bahwa Dalam persidangan telah dihadirkan seorang ahli yaitu Apriyanto Nusa, S.H., M.H., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengumpulan bukti pada tingkat penyilidikan dan pengumpulan bukti pada tingakat penyidikan memiliki tujuan yang berbeda. Bukti yang dikumpulkan pada tingkat penyelidikan bertujuan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, sedangkan bukti yang dikumpulkan pada tingkat penyidikan bertujuan untuk membuat lebih terang terkait suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. 
Pada prinsipnya, Hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut diatas, namun setelah Hakim kembali mencermati sifat dari alat bukti yang dikumpulkan, kekakuan pada proses pengumpulan alat bukti tidaklah bisa diterapkan terhadap semua jenis alat bukti, terutama bukti surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan luka pada seseorang, seperti bukti surat Visum et Repertum, mengingat hasil surat Visum et Repertum akan berbeda kualitasnya apabila pemeriksaan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu setelah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu pemeriksaan harus segera dilaksanakan.

Menurut Analisis Penulis bahwa Putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini apabila dicermati secara jelas, benar-benar telah memperioritaskan unsur kemanfaatan, dalam putusan ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim, namun putusan hakim tersebut mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Namun dalam hal ini putusan hakim tidak mencerminkan adanya transparansi dan perlindungan hak asasi manusia serta telah melakukan tindakan perampasan hak asasi manusia dalam koridor hukum pidana disebut sebagai upaya paksa, upaya paksa merupakan bentuk upaya yang dilakukan aparat penegak hukum pada saat melakukan proses peradilan.
Sehingganya kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (fiat justitia et pereat mundus/ hukum harus ditegakan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.[footnoteRef:81] [81: Ibid, Hlm. 147] 

Selain itu masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratkan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia
4.2.3 Kepastian Hukum 
Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang sifatnya subjektif.[footnoteRef:82] [82: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Hal.163] 

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hu kum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.[footnoteRef:83] [83:  Muhamad Erwin, Filsafat Hukum “Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hal.294] 

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
Jika hukum tidak adil dan gagal melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang tersebut cacat secara hukum dan tidak memilik sifat hukum serta tidak berguna, sebab hukum pada prinsipnya menegakkan keadilan diatas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang -Undang dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan. 
Kepastian hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan tersangka tetap berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meskipun didalam prakteknya, penyidik juga berpedoman kepada aturan pelaksana (lex specialis) dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 
Demikian halnya dengan hakim pengadilan negeri yang memutus perkara praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka hanyalah berkaitan dengan prosedur dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum untuk mengabulkan permohonan penetapan tersangka dan tidak menghapuskan dugaan adanya tindak pidana terhadap pada yang bersangkutan. Kepastian hukum dari pengujian penetapan tersangka di Praperadilan secara normatif tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis bahwa penetapan tersangka merupakan terobosan hukum yang perlu diakomodasi keberadaannya karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak adil dan gagal melindungi kepentingan rakyat, maka undang -undang tersebut cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum karena pada prinsipnya hukum itu menegakkan keadilan diatas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut tercantum dalam banyaknya undang-undang. 
Dalam pertimbangan hakim pada pokoknya telah diatur pada Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang menentukan “ tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Terhadap frasa bukti permulaan sebagaimana dalam Pasal a quo oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah diberikan penafsiran bahwa “ agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebgaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945) serta memenuhi asas lex certa dan asas lex strictsdalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14 Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinakan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).
Selain Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penetapan tersangka juga diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tentang tindak pidana yang menentukan bahwa “ Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 KUHAP, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014 dan Peraturan Kapolri diatas, diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah adanya minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemerikasaan calon tersangka dan didukung dengan barang bukti.
Dalam persidangan telah dihadirkan seorang ahli yaitu Apriyanto Nusa, S.H., M.H., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengumpulan bukti pada tingkat penyilidikan dan pengumpulan bukti pada tingakat penyidikan memiliki tujuan yang berbeda. Bukti yang dikumpulkan pada tingkat penyelidikan bertujuan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, sedangkan bukti yang dikumpulkan pada tingkat penyidikan bertujuan untuk membuat lebih terang terkait suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. 
Pada prinsipnya, Hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut diatas, namun setelah Hakim kembali mencermati sifat dari alat bukti yang dikumpulkan, kekakuan pada proses pengumpulan alat bukti tidaklah bisa diterapkan terhadap semua jenis alat bukti, terutama bukti surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan luka pada seseorang, seperti bukti surat Visum et Repertum, mengingat hasil surat Visum et Repertum akan berbeda kualitasnya apabila pemeriksaan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu setelah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu pemeriksaan harus segera dilaksanakan.
Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa meskipun salah satu alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka diperoleh pada tahap penyelidikan, dengan mengingat sifat dari hasil visum et repertum maka alat bukti tersebut oleh hakim dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Menurut analisis penulis sistem peradilan pidana tidak terlepas dari Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sekalipun terhadap seseorang yang disangka maupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Namun bukan berarti hak mereka yang disangka dan didakwa sama dengan orang yang tidak disangka, ada tindakan perampasan hak asasi manusia terhadap diri mereka. Dalam Sistem Peradilan Pidana perampasan hak asasi diperbolehkan sepanjang dibenarkan oleh hukum melalui sistem peradilan pidana yang adil (due process of law).
Dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014 dan Peraturan Kapolri, diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah adanya minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemerikasaan calon tersangka dan didukung dengan barang bukti.
 Tindakan perampasan hak asasi manusia dalam koridor hukum pidana disebut sebagai upaya paksa. Upaya paksa merupakan bentuk upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Meskipun upaya paksa merupakan kewenangan aparat penegak hukum, namun pelaksanaan dari upaya paksa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesewenangan karena bagaimanapun juga akan merampas hak asasi manusia dari seorang tersangka atau terdakwa.




















BAB V
PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Terkait dengan kasus putusan praperadilan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Ktg megenai pertimbangan hakim,tahap penyelidi kan dimana pada tahap tersebut penyelidik menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana dan selanjutnya membuat laporan, setelah laporan dibuat,  dilakukan pencarian keterangan dan barang bukti, dan selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. 
Hasil gelar perkara memutuskan peristiwa yang dimaksud adalah tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan inilah dilakukan pencarian serta pengumpulan bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa penetapan tersangka harus dilaksanakan pada saat proses penyidikan dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup.
2. Dasar pertimbangan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Ktg, pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa meskipun salah satu alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka diperoleh pada tahap penyelidikan, dengan mengingat sifat dari hasil visum et repertum maka alat bukti tersebut oleh hakim dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
5.2  Saran
1. Hakim dalam menafsirkan pengertian penyelidikan dan penyidikan harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan harus dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014 dan Peraturan Kapolri, diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah adanya minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemerikasaan calon tersangka. Untuk itu kasus pada Putusan No.3/Pid.Pra/2021/PN Ktg tidak dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hal ini kerena kasus tersebut terjadi pada tahun 2021, semntara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada tahun 2022 sehingganya tidak bisa berlaku surut.
2. Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sekalipun terhadap seseorang yang disangka maupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Namun bukan berarti hak mereka yang disangka dan didakwa sama dengan orang yang tidak disangka, ada tindakan perampasan hak asasi manusia terhadap diri mereka. Dalam Sistem Peradilan Pidana perampasan hak asasi diperbolehkan sepanjang dibenarkan oleh hukum melalui sistem peradilan pidana yang adil (due process of law).
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